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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang  

Negara Indonesia adalah Negara hukum, berdasarkan Pasal 1 Ayat 

(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945). Setiap orang yang berada 

di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia 

dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala 

perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan 

hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang 

bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang 

tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara 

sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945.1 

Hukum mempunyai suatu sistem pada asas-asas yang 

dikemukakan dan dikembangkan secara terperinci dengan perantaraan 

tulisan para ahli hukum, putusan pengadilan, dan himpunan hukum dalam 

suatu undang-undang.2 Kegunaan hukum dalam kejadian yang konkrit 

tidak hanya bersandaran kepada ketentuan hukum dalam undang-undang 

saja, karena undang-undang tidak dapat memuat kaidah terperinci untuk 

peristiwa apa yang akan terjadi, melainkan ia bersandaran juga pada 

premise umum untuk dasar pemikiran tentang apa yang seharusnya dan 

                                                 
1
 Hanafi Amrani, dan Mahrus Ali, Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Rajawali 

Pers, Jakarta, 2015, h.14. 
2
 Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 

2012, h.15 
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apa yang senyatanya menurut hukum yang dikembangkan oleh para ahli 

hukum.3 

Perkembangan zaman terutama perkembangan di bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi, membawa dampak positif maupun negatif 

bagi masyarakat. Perubahan tersebut dapat dilihat di media cetak dan 

media elektronik terutama mengenai maraknya kejahatan yang terjadi di 

tanah air, mulai dari tindak kekerasan, penipuan, pemerkosaan, hingga 

pembunuhan sebagai suatu kenyataan sosial. Topo Santoso, Eva 

Achjhani Zulfa menyatakan bahwa “kemiskinan menimbulkan kejahatan 

dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk 

memperoleh apa yang diperlukan untuk hidup, tetapi untuk kemewahan.”4 

“Kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan yang 

disengaja ataupun tidak disengaja dan dilakukan dengan sadar dengan 

maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang 

lain atau masyarakat”.5 Kerugian akibat kejahatan tersebut dapat berupa 

kerugian materiil maupun kerugian non materil, bilamana hal ini tidak 

segera ditindaklanjuti dengan seksama, maka tidak menutup 

kemungkinan akan mengundang keresahan.  

Negara Indonesia adalah negara hukum tidak hanya berdasarkan 

pada kekuasaan belaka, selain itu juga berdasarkan Pancasila dan 

Undang Undang Dasar 1945. Hal ini berarti negara Indonesia menjunjung 

                                                 
3
 Ibid, h.16. 

4
 Topo Santoso dan Eva Achjhani  Zulfa, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2003, h. 1 
5
 M. Marwan, dan  Jimmy P, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, 2009, 

h. 339. 
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tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya 

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib 

menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya.  

Pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara hukum juga 

mempunyai konsekuensi, bahwa negara Indonesia menerapkan hukum 

sebagai idiologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta 

kesejahteraan bagi warga negara, sehingga hukum itu bersifat mengikat 

bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya. Negara 

hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain pemerintah dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, harus berdasar hukum atau 

peraturan perundang-undangan, adanya jaminan terhadap hak asasi 

manusia, adanya pembagian kekuasaan dalam Negara, adanya 

pengawasan dari badan-badan peradilan.6 

 Berkaitan dengan unsur di atas, adanya jaminan terhadap hak 

asasi manusia (HAM), dapat diartikan bahwa di dalam setiap konstitusi 

selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga 

negara). Perlindungan konstitusi terhadap hak asasi manusia tersebut, 

salah satunya adalah perlindungan terhadap nyawa warga negaranya 

seperti yang tercantum dalam Pasal 28A Undang Undang Dasar 1945: 

”Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup 

dan kehidupannya”. nyawa dan tubuh adalah milik manusia yang paling 

berharga dan merupakan hak asasi setiap manusia yang diberikan oleh 

Tuhan Yang Maha Esa dan tidak ada seorangpun yang dapat 

merampasnya. 

                                                 
6
 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.20. 
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Salah satu jenis kejahatan yaitu kejahatan terhadap nyawa  berupa 

penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang 

dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa 

manusia. Nyawa dimaksudkan adalah yang menyebabkan kehidupan 

pada manusia.7 Dalam kehidupannya manusia memerlukan perlindungan 

hukum terhadap nyawa sebagai pemberian Tuhan tersebut. Akibat dari 

tindak pidana terhadap nyawa di sini adalah hilangnya nyawa dan orang 

atau matinya orang lain dan tindak pidana ini disebut sebagai pembuhan 

serta akibat yang timbul merupakan syarat mutlak.8 

Bangsa Indonesia menjamin perlindungan terhadap nyawa setiap 

warga negaranya, dari yang ada dalam kandungan sampai yang akan 

meninggal. Tujuannya adalah untuk mencegah tindakan sewenang-

wenang dalam suatu perbuatan khususnya yang dilakukan dengan cara 

merampas nyawa orang lain (membunuh). Pada masyarakat yang masih 

sederhana, membunuh merupakan suatu kebanggan sebagai bukti 

keberanian dan kepahlawanan seseorang di kalangan kelompoknya. 

Membunuh jika dipandang dengan sudut agama merupakan sesuatu yang 

terlarang bahkan tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu setiap perbuatan 

yang mengancam keamanan dan keselamatan atas nyawa seseorang 

tersebut dianggap sebagai kejahatan yang berat oleh karena itu dijatuhi 

dengan hukuman yang berat pula.9 

                                                 
7
 Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Nyawa dan TubuhSinar Grafika, .  

Jakarta, 2012, h 4. 
8
 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana. Kencana Prenadamedia 

Group, Jakarta, 2014, h.106.   
9
 Ibd, h.114. 
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Pembunuhan secara terminologi berarti perkara membunuh, atau 

perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan 

adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Terhadap pelaku 

kejahatan, maka akan dikenakan sanksi berupa penjatuhan pidana. Dasar 

pembenaran dari penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana 

terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Setiap 

kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku.10 

 Sebagian besar kejahatan yang terjadi dalam masyarakat ialah 

kejahatan terhadap tubuh dan nyawa orang lain, seperti tindak pidana 

pembunuhan misalnya, pembunuhan merupakan suatu fenomena yang 

sangat sadis di kalangan masyarakat. pembunuhan ialah suatu perbuatan 

menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja yang mana nyawa itu 

ialah pemberian Tuhan Yang Maha Esa dan tidak satu orang pun dapat 

menghilangkannya. Tindakan ini tidak mencerminkan atau tidak sesuai 

dengan norma hukum yang berlaku dan tidak ada alasan pembenar dari 

perbuatan tersebut.11 

Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi dendam dan pertengkaran 

yang kadang kerap sepele, dan juga hal ini dipengaruhi oleh tingkat 

kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi dibarengi populasi masyarakat 

yang memuncak yang kadang dijadikan alasan untuk melakukan 

kejahatan, akibatnya terjadi pertumpahan darah dan mengakibatkan 

                                                 
10

 PAF. Lamintang  dan Theo Lamintang, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh 
dan Kesehatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.51. 

11
 Adami Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Pemidanaan & Batas 

Berlakunya Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h.33 
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meregangnya nyawa orang lain. Perbuatan pembunuhan seperti ini yang 

sering menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan luka yang mendalam 

bagi keluarga korban.12 

Masih banyak terjadi kasus-kasus seperti ini dan pelaku tindak 

pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuat 

sampai akhirnya pelaku harus mempertanggungjawbakan perbuatannya 

sampai majelis hakim pengadilan pun dapat memutuskan pelaku dengan 

hukuman penjara seumur hidup. 13 

Perkembangan dewasa ini, kejahatan terhadap nyawa bukan suatu 

hal yang sulit ditemui. Media informasi baik cetak atau elektronik hampir 

setiap hari mengabarkan terjadinya sebuah kejahatan terhadap nyawa. 

Fenomena sosial lainnya adalah banyak sekali kasus tindak pidana 

pembunuhan yang melibatkan anggota keluarga sendiri, bahkan marak 

sekali orangtua yang tega membunuh anak kandungnya sendiri. 

Pelaku kejahatan terhadap anak bisa saja orangtua (ayah dan/atau 

ibu), anggota keluarga, masyarakat dan bahkan pemerintah sendiri 

(aparat penegak hukum dan lain-lain). Kekerasan rawan terjadi terhadap 

anak karena kedudukan anak yang kurang menguntungkan. Anak rawan 

(children of risk) merupakan anak yang mempunyai resiko besar untuk 

mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik 

secara psikologis (mental). Sosial maupun fisik yang dipengaruhi oleh 

kondisi internal maupun kondisi eksternalnya seperti anak dari keluarga 

                                                 
12

 PAF. Lamintang  dan Theo Lamintang,Op.Cit, h.55. 
13

 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Rengkang Education, 
Yogyakarta, 2012, h.68. 
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miskin, anak di daerah terpencil, anak cacat dan anak dari keluarga yang 

retak (broken home).14 

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk 

menjaga dan memelihara anak, demikian juga dalam rangka 

penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung 

jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam 

menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan 

terarah. 

Kenyataan yang terjadi dewasa ini di dalam masyarakat adalah hal 

yang berbeda. Salah satu kasus yang dapat dijadikan bukti tentang tindak 

pidana ini adalah kasus pembunuhan yang terjadi pada Tahun 2020 yaitu 

dilakukan oleh Rahmadsyah yang menjadi tersangka pembunuhan 

terhadap anak tirinya yaitu Ikhsan Fatahilla dan Rafa Anggara. Perbuatan 

terdakwa dilakukan dengan cara memukul kepala kedua korban ketembok 

kamar sebanyak 5 (lima) kalisehingga kedua korban yang masih anak-

anak menjadi tidak berdaya dan langsung jatuh kelantai namun masih ada 

pergerakan sehingga terdakwa yang melihat kedua korban masih ada 

pergerakan kemudian menginjak bagian perut dan dada korban Ikhsan 

Fatailah sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kaki kanan 

terdakwa dan terdakwa menginjak perut dan dada korban Rafa Anggara 

sebanyak 5 (lima) kali hingga kedua korban sudah tidak bergerak lagi 

kemudian. Akibat perbuatannya, maka terdakwa dipidana penjara selama 

15 (lima belas) tahun. 

                                                 
14

 Maidin Gultom. 2013. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. 
Bandung:  Refika Aditama, h.  2.   
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Sulit dipercaya ketika seorang anak meninggal ditangan orang yang 

sangat diharapkan untuk dapat melindungi dan menjaga dirinya. Padahal 

anak tersebut adalah darah daging mereka sendiri, penerus generasi 

keluarga, penjaga kehormatan keluarga dan kalau dipikirkan lebih jauh 

lagi, anak merupakan aset negara yang sangat mahal dan penting 

sehingga mereka perlu dilindungi terutama oleh kedua orang tua mereka. 

Oleh karena itu banyak harapan dan cita-cita dipanjatkan untuk anak-anak 

agar dapat menjalani kehidupan dengan jauh lebih baik daripada keadaan 

kedua orang tua mereka. 

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orangtua terhadap 

anak disebabkan banyak faktor baik itu dari dalam diri pelaku yang 

menekankan pada unsur psikologis dan juga dari luar diri pelaku tersebut 

seperti keadaan lingkungan sekitarnya. Secara subjektif bisa saja seorang 

anak yang dibunuh tidak memiliki kesalahan apa-apa atau tidak 

menyebabkan orangtua melakukan pembunuhan, tetapi anak ini hanya 

menjadi korban dari perilaku orangtua yang tidak mampu mengkontrol 

emosi, atau bisa saja seorang anak lah yang menyebabkan orangtua 

melakukan pembunuhan. Apapun penyebabnya tetap saja yang menjadi 

pelaku adalah orang yang membunuh, yaitu kesalahan pada pelaku 

walaupun yang menyebabkan terjadinya tindakan tersebut adalah 

anaknya. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka untuk 

mengetahui dan membahas secara lebih jelas mengenai tindak 
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pembunuhan serta pertanggungjawaban pelaku tindak pembunuhan 

terhadap anaknya, sehingga tesis ini sangat menarik untuk dilakukan 

penelitian lebih lanjut yang berjudul, “Pertanggungjawaban Pidana 

Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Pembunuhan Terhadap 

Anaknya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 

3561/Pid.B/2020/PN Mdn)”. 

 
B. Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah : 

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pembunuhan terhadap 

anak ? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana orang tua yang melakukan 

pembunuhan terhadap anak ? 

3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam  Putusan Pengadilan 

Negeri Medan Nomor 3561/Pid.B/2020/PN Mdn ? 

 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tindak pidana 

pembunuhan terhadap anak. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana 

orang tua yang melakukan pembunuhan terhadap anak. 
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3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim 

dalam  Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3561/Pid.B/2020/PN 

Mdn. 

 Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik 

secara teoritis maupun secara praktis. 

1. Secara teori penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk 

pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin 

mengetahui dan memperdalam tentang masalah tindak pidana 

pembunuhan terhadap anak. 

2. Secara Praktis : 

a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran  kepada masyarakat 

khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai tindak pidana 

pembunuhan terhadap anak. 

b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak 

hukum dalam menyelesaikan masalah tindak pidana pembunuhan 

terhadap anak. 

 
D. Kerangka Teori dan Konseptual 

1. Kerangka Teori 

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori 

dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang 

dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-
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butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak 

disetujui.15 

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa 

gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji 

dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan 

ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas 

perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas 

penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.16 

Snelbecker mendefenisikan teori sebagai perangkat proposisi yang 

terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang 

dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar 

yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan 

dan menjelaskan fenomena yang diamati.17 

Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis18 dalam 

penelitian ini adalah :  

a. Teori Negara Hukum 

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut 

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pasal ini menghendaki bahwa 

penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum 

untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara 

                                                 
15

M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 2004, h.80. 
16

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2016, h.6. 
17

 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, 
Bandung, 2013, h. 34-35.  

18
 Teori sebagai pisau analisis yaitu teori yang digunakan untuk dijadikan 

panduan dalam melakukan analisis, dengan memberikan penilaian (preskripsi) terhadap 
temuan fakta atau peristiwa hukum yang ada sudah sesuai dengan teori atau tidak. 
Selain itu, teori ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum 
yang terjadi, lihat Mukti Fajar ND dan Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan 
Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h.150. 
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melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (rechtsstaat), bukan didasarkan 

atas kekuasaan (machtsstaat). 

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila 

memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl 

mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:  

1) Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.  

2) Adanya pembagian kekuasaan.  

3) Pemerintahan berdasarkan peraturan 

4) Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.19 

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah 

nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi 

tersebut berasal dari kata nomos yang artinya norma, dan cratos yang 

artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep 

pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan 

Aristoteles mengenai negara hukum bahwa yang dimaksud dengan 

negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin 

keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi 

tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai 

dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap 

manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula 

peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu 

mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya. 

                                                 
19

 Oemar Seno Adji, Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum, Simposium UI 
Jakarta, 2016, h. 24.   
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Konstitusi negara Indonesia menegaskan bahwa negara hukum 

(rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (machtsstaat). Di dalamnya 

terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi 

hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan 

kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-

Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam 

Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak 

memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, 

serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap 

penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. 

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang 

memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh 

karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, 

harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

b. Teori Penegakan Hukum 

 Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk 

mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan 

keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap 

anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yng menjadi 

haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan 
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keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh 

masyarakat.20 

 Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-

kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai 

rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan 

mempertahankan pergaulan  hidup21. Penegakan hukum tidak bisa 

terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa 

khusus (bijzonder dwangmiddelen) yang dimaksud alat paksa disini bukan 

merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh 

ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan 

penyitaan.22 

Hukum telah dikonsep ke dalam beberapa makna, sehingga tidak 

ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut  “hukum”. Dalam 

sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) 

konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu : 

1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai 
universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam; 

2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu 
waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk 
eksplisit suatu sumber kekuasaan; 

3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam 
proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku 
yang baru.23 

                                                 
20

Waluyadi. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung,  
2014, h. 55  

21
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 5  
22

 Ibid, h.7 
23

 CST Kansil, Op.Cit, h. 12  
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Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya law enforcement, 

merupakan ujung tombak agar terciptanya  tatanan hukum yang baik, 

guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan 

masyarakat dan kepentingan pribadi24. Kepentingan tersebut terlindungi 

apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik. 

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan 

dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi 

mengatakan bahwa ketimpangan - ketimpangan dalam proses penegakan 

hukum di indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses 

pembentukan hukum (law making process), proses sosialisasi hukum (law 

illumination process) dan proses penegakan hukum (law enforcement 

process)25.  

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana 

Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-

keinginan hukum menjadi  kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini 

adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan 

dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut 

menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.26 

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum 

dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan 

                                                 
24

 Lili Rasjidi,  Hukum Sebagai Suatu Sistem,  Mandar Maju, Bandung, 2013, h. 
123 

25
 Ibid 

26
 Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana, 

Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 55  
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pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum 

preventif  adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga 

agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan 

hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparatur penegak 

hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif 

adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam 

usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada 

tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem 

penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan 

oleh alat perlengkapan negara atau aparatur penegak hukum yang 

mempunyai aturannya masing-masing.27 

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa 

hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan 

tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu 

kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus 

dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.28 

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada 

faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling 

berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, 

serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu : 

1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang 
beserta peraturan pelaksanaannya 

2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan 
hukum 

                                                 
27

 Ibid, h. 77  
28

Mochtar Kusumaatmaja, Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, 
Bandung, 2002, h.5 
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3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 
4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu 

diterapkan 
5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari 

manusia dalam kehidupannya.29 
 

c. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga 

dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus 

kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah 

seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu 

tindakan pidana yang terjadi atau tidak. 30 

Menurut Djoko Prakoso, dalam pengertian perbuatan pidana tidak 

termasuk pertanggungjawaban.Perbuatan pidana menurut Djoko Prakoso 

mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang 

mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban 

pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, “tidak di ada pidana jika 

tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dari pada di pidananya si 

pembuat.31 

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Martiman 

Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi 

masyarakat patut dicela.32 Dengan demikan, menurutnya seseorang 

mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu harus ada perbuatan 

yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada 

                                                 
 
29

 Soerjono Soekanto, Op. Cit, h. 3  
30

 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.13. 
31

Djoko Prakoso .Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Liberty Yogyakarta, 
2017, h.75   

32
Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoesia,  

Pradnya Paramita, Jakarta, 2017, h.31 
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unsur melawan hukum. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam 

bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang 

melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya.jadi 

ada unsur subjektif  

Perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta 

penjatuhan pidana. Setidaknya ada dua alasan mengenai hakikat 

kejahatan, yakni pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai 

dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang di lakukan manusia 

lainya.33 Kedua pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan 

dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga seseorang 

berbuat jahat.  

Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan di 

yakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan 

pemidanaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat di 

lihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah 

hasil dari refleksi dan kesadaran manusia. Hanya saja perbuatan tersebut 

telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat. 

Dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang 

dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam 

undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, 

seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, 

apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan 

pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang 

                                                 
33

 Ibid, h.32. 
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dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka 

hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat 

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada 

kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh 

sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan 

sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah 

dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. 34 

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau 

kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu: 

1) Dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat atau 
kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.  

2) Ada hubungan tertentu dalam batin orang yang berbuat, baik 
dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan 

3) Tidak ada dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban 
pembuat atau tidak ada alasan penghapusan kesalahan.35 

 
Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya 

celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif 

yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. 

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar 

dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat 

perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan 

dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.  

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang 

terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang dipertanggung 

                                                 
34

Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, 
h.68 

35
 Martiman Prodjohamidjojo, Op.Cit, h.156. 
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jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya 

pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang 

dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya 

merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk 

bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu 

perbuatan tertentu.36 

Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor 

terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara 

perbuatan yang di perbolehkan dan yang di larang atau melanggar 

hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menetukan 

kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh 

kesadaran.37 

Menurut Roeslan Saleh, ketidakmampuan bertanggungjawab 

dengan alasan masih muda usia tidak bisa di dasarkan pada Pasal 44 

KUHP dan yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah 

alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat di salurkan dari 

alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51. 

Orang yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena 

pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi 

juga karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya.38 

Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan 

seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintanya 
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Chairul Huda, Op.Cit,  h.69. 
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 Ibid, h.70. 
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pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang 

terdiri dari unsur : 

1) Kesalahan. 

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah 

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat 

melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan 

delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut 

belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pemidanaan masih 

memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu 

mempunyai kesalahan atau bersalah. Asasnya adalah tiada pidana tanpa 

kesalahan (geen straf zonder schuld). Peran unsur kesalahan sebagai 

syarat untuk penjatuhan pidana terlihat dengan adanya asas mens rea 

yaitu subjektif guilt yang melekat pada si pembuat, subjektif guilt ini 

merupakan kesengajaan atau kealpaan yang melekat pada si pembuat.39 

Pengertian kesalahan berdasarkan pendapat-pendapat ahli 

hukum dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a) Mezger mengatakan bahwa kesalahan adalah keseluruhan 
syarat yang memberdasarkan adanya pencelaan pribadi 
terhadap si pembuat tindak pidana.  

b) Simons mengartikan kesalahan sebagai dasar untuk 
pertanggungjawaban dalam hukum pidana maka kesalahan 
tersebut berupa keadaan pschisch dari si pembuat. 
Hubungannya terhadap pembuat itu dalam arti bahwa 
berdasarkan keadaan psychish perbuatannya dapat dicelakan 
kepada si pembuat.  

c) Van Hamel mengatakan bahwa kesalahan pada suatu delik 
merupakan pengertian psychologis, hubungan antara keadaan 
jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena 
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perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam 
hukum.  

d) Van Hattum berpendapat bahwa pengertian kesalahan yang 
paling luas memuat semua unsur dalam mana seseorang 
dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap 
perbuatan yang melawan hukum, meliputi semua hal.  

e) Pompe mengatakan pada pelanggaran norma yang dilakukan 
karena kesalahannya biasanya sifat melawan hukum itu adalah 
perbuatannya yakni segi dalam yang berkaitan dengan kehendak 
pembuat adalah kesalahan.40 

 
Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat 

dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana 

apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus 

sebagai unsur subjektif. Syarat pemidanaan tersebut, meliputi: 

a) Kesengajaan. 

Defenisi sengaja berdasarkan memorie van toelichting (memori 

penjelasan) adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan 

untuk melakukan kejahatan tersebut.41 Kata opzettelijk (dengan 

sengaja) yang tersebar di dalam beberapa Pasal KUHP adalah sama 

dengan willens en wetens, yaitu menghendaki dan mengetahui.42 

Menurut Crimineel Wetboek Nederland Tahun 1809 (Pasal 11) opzet 

(sengaja) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak 

membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-

undang. “dengan sengaja” beserta variasinya seperti kesengajaan 

sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, kesengajaan 

dengan sadar kemungkinan,43 dimaksudkan dalam rumusan tindak 
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pidana karena harus dipahami bahwa hal itu dimaksudkan untuk 

mempermudah penafsiran unsur-unsur berikutnya. 

b) Kelalaian (Culva). 

Hukum pidana mengenal beberapa jenis kelalaian yakni: 

(1) Culva Lata adalah kelalaian yang berat.  

(2) Culva Levissima adalah kelalaian yang ringan jadi culva ini belum 

cukup untuk menghukum seseorang karena melakukan suatu 

kejahatan karena culva.44 

2) Dapat dipertanggungjawabkan. 

Dapat dipertanggungjawabkan maksudnya ia ada pada suatu 

keadaan jiwa pembuat, yang memiliki cukup akal dan kemauan, oleh 

karena cukup mampu untuk mengerti arti perbuatannya dan sesuai 

dengan pandangan itu untuk menentukan kemauannya. Kemampuan 

berfikir terdapat pada orang-orang normal dan oleh sebab itu kemampuan 

berfikir dapat diduga pada si pembuat. Dengan kata lain dapat 

dipertanggunjawabkan perbuatan pidana itu kepada pelaku apabila pelaku 

mempunyai kemampuan berfikir dan menginsyafi arti perbuatannya.45 

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang 

telah melakukan tindak pidana. Pencelaan di sini bukan pencelaan 

berdasarkan kesusilaan tetapi pencelaan berdasarkan hukum yang 

berlaku. 
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3) Kemampuan Bertanggungjawab. 

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat 

mampu bertanggungjawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat 

dipertanggung jawabkan apabila tidak mampu bertanggungjawab. Simons 

mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu 

keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya 

pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum ataupun orangnya. Seseorang 

mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yakni apabila: 

a) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya 
sendiri. 

b) Mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya 
bertentangan dengan hukum. 

c) Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran 
tersebut.46 
 

Keadaan yang dapat menjadi alasan tidak dipertanggung 

jawabkannya pembuat atas perbuatannya/kemampuan bertanggungjawab 

secara negatif yakni: 

a) Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. Persaksian 
keadaan pribadi si pembuat berupa keadaan akal atau jiwa yang 
cacat pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit. Psikiater 
yang akan menyelidiki keadaan jiwa si pembuat tersebut pada 
saat perbuatan dilakukan.  

b) Adanya hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat 
dengan perbuatannya, dalam hal ini dapat menentukan adanya 
hubungan kausal adalah hakim.47 

 
4) Alasan penghapus pidana 

Ketidakmampuan bertanggungjawab sebenarnya merupakan 

alasan penghapus kesalahan atau pemaaf. Menentukan keadaan dimana 
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seseorang tidak mampu bertanggungjawab sehingga ia tidak dipidana 

dapat dilakukan melalui metode berikut, yakni: 

a) Metode biologis yaitu suatu cara dengan mengurai atau 
meninjau jiwa seseorang, yang dilakukan oleh seorang psikiater.  

b) Metode psikologis yaitu dengan cara menunjukkan hubungan 
keadaan jiwa abnormal dengan perbuatannya, yang 
dipentingkan dalam metode ini adalah akibat penyakit jiwa 
dengan perbuatannya sehingga dikatakan tidak mampu 
bertanggungjawab dan tidak dapat dipidana.  

c) Metode gabungan dari kedua cara tersebut dengan 
menunjukkan keadaan jiwa dan kemudian keadaan jiwa itu 
dimulai dengan perbuatannya untuk dinyatakan tidak mampu 
bertanggungjawab.48 

 
Ilmu hukum pidana mengadakan pembedaan antara dapat 

dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat, penghapusan 

pidana ini menyangkut perbuatan dan pembuatnya, sehingga dibedakan 

dalam dua jenis alasan penghapusan pidana (umum), yakni sebagai 

berikut : 

1) Alasan pembenar, yakni alasan yang menghapuskan sifat 
melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah 
memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau 
perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada 
pemidanaan.  

2) Alasan pemaaf yakni menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti 
bahwa orang ini tidak dapat dicela, (menurut hukum) dengan 
kata lain tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, 
meskipun perbuatannya merupakan perbuatan pidana akan 
tetapi pelakunya tidak dapat dipidana.49  
 

Seseorang yang melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana  

pembunuhan terhadap anak  harus mempertanggungjawabkan atas 

perbuatannya. Dipidananya seseorang harus dapat dibuktikan tentang 

tindak  pidana yang dilakukannya. 
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2. Kerangka Konseptual 

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang 

dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk 

keperluan analitis.50 Suatu konsep atau suatu kerangka konsepsionil pada 

hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit 

dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun 

demikian kerangka konsepsionil masih juga kadang-kadang dirasakan 

abstrak sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang akan 

dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian. 

Mendapatkan kejelasan maka perlu disampaikan beberapa batasan 

sebagai definisi operasional dalam penelitian ini yaitu : 

a. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang 

terhadap tindak pidana yang dilakukannya.51 

a. Pelaku  atau dader adalah pelaku delik yang memenuhi semua unsur 

delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang baik unsur subjetif 

maupun unsur objektif.52 Menurut P.A.F.Lamintang menyatakan 

memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader  atau 

pelaku itu tampaknya tidak terlalu sulit, akan tetapi dalam 

kenyataannya pemastian seperti itu adalah tidak mudah. Delik-delik 

formal atau formale sebagai delik-delik yang dirumuskan secara formal 
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yakni delik-delik yang dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya 

yaitu segera setelah pelakunya itu melakukan sesuatu tindakan yang 

dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut 

tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk 

memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang  dader itu, 

memang tidak sulit. Orang tinggal menemukan siapa sebenarnya yang 

telah melakuka pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang 

telah disebutkan dalam undang-undang.53 

b. Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur 

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang 

menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksi pidana 

(hukuman).54 

c. Pembunuhan adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab 

perbuatan manusia lainnya.55 

d. Anak menurut Pasal  1  ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan bahwa 

 anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak 

adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak 

pidana 
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e. Orangtua adalah orang yang lebih tua atau orang yang dituakan, terdiri 

dari ayah dan ibu yang merupakan guru dan contoh utama untuk anak-

anaknya karena orang tua yang menginterpretasikan tentang dunia 

dan masyarakat pada anak-anaknya.56 

f. Putusan adalah sesuatu yang diucapkan oleh hakim dalam 

persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui 

proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan 

amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan 

hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan 

perkara.57  

 
E. Asumsi 

Asumsi adalah suatu hal yang bukan kepastian. Jadi, membuat 

asumsi bisa dilakukan oleh siapa saja dan tentang apa saja. Asumsi 

sangat berkaitan dengan suatu dugaan dan suatu hal yang dianggap 

benar. Adapun asumsi dalam penelitian ini adalah : 

1. Pengaturan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan orangtua 

terhadap anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak. 

2. Pertanggungjawaban pidana orang tua yang melakukan pembunuhan 

terhadap anak berdasarkan putusan Nomor 3561/Pid.B/2020/PN.Mdn 

                                                 
56

 Wikipedia, “Orang Tua”, melalui https://id.wikipedia.org, diakses Senin, 01 Juli 
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terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana pembunuhan. 

3. Pertimbangan hukum hakim dalam  Putusan Pengadilan Negeri Medan 

Nomor 3561/Pid.B/2020/PN Mdn adalah perbuatan terdakwa sangat 

tidak berprikemanusiaan karena dilakukan terhadap anak kandungnya 

sendiri dan perbuatan  terdakwa sebagai perbuatan yang telah 

merampas hak asasi manusia. 

 
F. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di 

perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa 

penelitian tentang “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua 

Yang Melakukan Pembunuhan Terhadap Anaknya (Studi Putusan 

Pengadilan Negeri Medan Nomor 3561/Pid.B/2020/PN Mdn)” belum 

pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, 

walaupun ada beberapa topik penelitian tentang pertanggungjawaban 

pidana tindak pidana tapi jelas berbeda.  

Berdasarkan hasil penelusuran sementara dan pemeriksaan yang 

telah dilakukan baik di kepustakaan, ditemukan beberapa penelitian 

mengenai tindak pidana pembunuhan, tetapi rumusan masalahnya 

berbeda yaitu : 

1. Tesis Pantriady Limbong, dengan judul : “Disparitas Pertimbangan 

Hakim Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dan Tindak 

Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis 
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Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN Sim Dan Putusan Nomor 

407/Pid.B/2016/PN Tjb ) ", dengan permasalahan sebagai berikut : 

a. Bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana pembunuhan dan 

tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian menurut 

hukum pidana positif di Indonesia?  

b. Bagaimana disparitas pertimbangan hakim dalam pembuktian 

tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penganiayaan 

mengakibatkan kematian pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 

151/Pid.B/2016/PN Sim dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 

407/Pid.B/2016/PN Tjb?  

2. Tesis Anderson Peruzzi Simanjuntak, dengan judul : Unsur 

Kesengajaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Dan Pembuktiannya 

Dikaitkan Dengan Yurisprudensi No. 1/Yur/Pid/2018 (Studi Putusan 

No. 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Psr Dan No. 683/Pid.B/2019/PN Sky), 

dengan permasalahan sebagai berikut : 

a. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana 

pembunuhan di dalam hukum pidana Indonesia ?  

b. Bagaimana pembuktian unsur “dengan sengaja” dalam tindak 

pidana pembunuhan menurut Yurisprudensi No.1/Yur/Pid/2018 ?  

c. Bagaimana penerapan Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Pid/2018 pada 

pembuktian unsur “dengan sengaja” dalam tindak pidana 

pembunuhan pada Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Psr Dan 

No. 683/Pid.B/2019/PN Sky  
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3. Tesis Laura Clara Herena Tarigan, dengan judul : Peranan Autopsi 

Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan 

Nomor 265/Pid.B/2018/PN Kbj), dengan permasalahan yaitu sebagai 

berikut : 

a. Bagaimana pengaturan hukum tentang otopsi dan pengaturan 

hukum tentang tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana 

Indonesia ?  

b. Bagaimana hubungan otopsi dalam proses penyidikan tindak 

pidana ?  

c. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi penyidik dan dokter 

forensik dalam mengungkapkan tindak pidana pembunuhan ?  

Penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan 

yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka sehingga penelitian  ini dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas 

masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan 

pendekatan dan perumusan masalah. Dengan demikian penelitian ini asli 

baik dari segi subtansi maupun dari segi permasalahan. 

 
G. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan 

bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus 

diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya.58 Dalam penelitian metode 
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 Sutrisno Hadi, Metodologi Riset nasional, Akmil, Magelang, 2017, h.  8 
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merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran 

yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran. 

1. Sifat dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang 

menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan 

dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat 

sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk 

menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi 

adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam 

masyarakat.59 Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah 

mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan 

dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui 

penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.60 

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis 

penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif.61 Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data 

sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang 

terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, 
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kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan 

perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang 

relevan dengan perumusan penelitian.62 

2. Metode Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :  

a. Pendekatan Kasus (Case Approach),63 dilakukan dengan cara 

melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu 

yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yaitu Putusan  

Pengadilan Negeri Medan Nomor 3561/Pid.B/2020/PN.Mdn.  

b. Pendekatan Konseptual (Copceptual Approach),64 dilakukan dengan 

mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu 

hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan 

pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas 

hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan 

sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum 

dalam memecahkan isu yang dihadapi.  

 
3. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

meliputi studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, 

pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang 

berhubungan dengan objek yang diteliti dapat berupa peraturan 
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perundang-undangan dan karya ilmiah, dan kasus-kasus yang terjadi 

melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.65 

 
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses 

penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan 

sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok 

permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi 

penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan 

data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder. 

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil 

penelitian kepustakaan. Berdasarkan penelitian kepustakaan dikumpulkan 

data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 

dan bahan hukum tertier.66 Penelitian normatif, data yang diperlukan 

adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup 

yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, 

sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh 

pemerintah.67 

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan 

perundang-undangan yaitu : 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
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2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan 

Anak 

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak Menjadi Undang-Undang 

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan–bahan yang erat kaitannya 

dengan bahan hukum primer berupa putusan-putusan Pengadilan, 

buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti. 

c. Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, 

bibliografi dan sebagainya. 

5. Analisis Data 

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, 

mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga 

kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk 

menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori 

substantif.68 Untuk menemukan teori dari data tersebut maka 

menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada 

norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan 

putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang 

dalam masyarakat.69 
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BAB II 

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
TERHADAP ANAK 

 
A. Pengertian Anak 

Anak merupakan aset bangsa bagian generasi muda yang 

berperan sangat strategis dalam kemajuan suatu bangsa. Anak 

merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan 

melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, 

mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan 

eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.70 Setiap anak harus 

mendapatkan pembinaan sejak dini, mendapat kesempatan yang seluas-

luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, 

mental maupun sosial. Masa kanak-kanak merupakan periode 

pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia dalam 

meniti kehidupan.71 

 Filosofi anak merupakan generasi muda, salah satu sumber daya 

manusia yang memiliki potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa 

yang akan datang, yang memiliki peran strategi serta mempunyai cirri atau 

sifat khusus, pembinaan dan perlindungan yang khusus pula.72 Menurut 

Kartini Kartono, anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda 

usia dan jiwanya, sehingga sangat mudah terpengaruh lingkungannya.73 
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Menurut Shanty Dellyana, anak adalah mereka yang belum dewasa dan 

yang menjadi belum dewasa kerena peraturan tertentu (akibat mental) 

yang masih belum dewasa).74 

Pengertian anak berdasarkan peraturan perundang-undang 

berbeda-beda akibat adanya perbedaan batasan usia dalam peraturan 

perundangan-undangan itu sendiri. Pengertian anak jika di tinjau dari segi 

usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, 

waktu, dan keperluan apa yang juga akan mempengaruhi dalam 

menentukan batasan umur anak. Pengertian anak dilihat dari peraturan 

perundang- undangan saat ini. 

Anak yang dikategorikan sebagai anak dibawah umur adalah 

sebagai berikut : 

1. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak. 

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, 

dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.75 Lebih lanjut 

dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus 

cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai sifat 

khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada 

masa depan. 

2. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak 
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Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak disebutkan: 

(1) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang 
berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak 
pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana  

(2) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut 
Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, 
tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga 
melakukan tindak pidana  

(3) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya 
disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 
(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, 
mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh 
tindak pidana  

 
Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut 

anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun 

yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, 

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara 

pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. 

2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 45 Kitab Undang-

undang Hukum Pidana yaitu anak yang belum dewasa apabila belum 

berumur 16 (enam belas) tahun, di dalam hal penuntutan pidana terhadap 

orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum 

umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan 

supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau 

pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang 

bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa  pidana apa pun, jika 

perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran 

berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517 – 
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519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak 

dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu 

pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau 

menjatuhkan pidana kepada yang bersalah. Pasal ini dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan ketentuan Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dan dan terakhir oleh 

Undang-undang nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak. 

2. Menurut Hukum Perdata. 

Pasal 330 KUH Perdata mengatakan, orang belum dewasa adalah 

mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan 

tidak lebih dahulu telah kawin. Aturan ini tercantum dalam UU No.4/1979). 

Hal ini didasarkan pada pertimbangan usaha kesejahteraan anak, dimana 

kematangan sosial, pribadi dan mental seseorang anak dicapai pada umur 

tersebut. Pengertian ini digunakan sepanjang memiliki keterkaitan dengan 

anak secara umum, kecuali untk kepentingan tertentu menurut undang-

undang menentukan umur. 

3. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

Pasal 7 (1) Undang-undang Pokok Perkawinan (Undang-undang 

No.1 Tahun 1974) mengatakan, seorang pria hanya diizinkan kawin 

apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 

telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan atas hal 

tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri. 
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4. Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1979 

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 

Tentang Kesejahteraan anak anak di atas, dapat dikatakan mengacu pada 

Ketentuan Pasal 330 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.76 

Memuat batasan antara belum dewasa (minderjarigheid) dengan telah 

dewasa (meerdrjarigheid), yaitu 21 tahun, atau melakukan “Pendewasaan” 

(venia aetetis,jo. Pasal 419 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).77 

Indonesia menjamin hak asasi setiap warga negaranya dalam 

konstitusi, termasuk jaminan dan perlindungan atas hak anak sebagai 

bagian dari hak asasi manusia. Sebagai Negara Pihak dalam Konvensi 

Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur 

prinsip perlindungan hukum terhadap anak, Indonesia juga berkewajiban 

untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan 

dengan hukum.78  

Salah satu bentuk perlindungan anak oleh negara diwujudkan 

melalui sistem peradilan pidana khusus bagi anak yang berhadapan 

dengan hukum. Sistem ini dibangun di atas landasan peraturan 

perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. serta Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 
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B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak  

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang 

untuk dapat disebut sebagai anak. Dimaksud dengan batas usia anak 

adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak 

dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia 

dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung 

jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-

tindakan hukum yang dilakukan anak itu.  

Maulana Hassan Madong  menyatakan "anak dalam pengertian 

pidana, lebih diutamakan pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus 

dilindungi, karena secara kodrat memiliki subtansi yang lemah (kurang) 

dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum".79 Batas usia 

seseorang anak dalam pengertian hukum nasional telah dirumuskan ke 

dalam bangunan-bangunan pengertian yang diletakkan oleh spesifikasi 

hukum, seperti berikut ini: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 

PA) 

 Menurut UU PA, bahwa anak adalah seseorang yang belum 

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 
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kandungan. Penjelasan UU PA  menyebutkan bahwa anak adalah 

amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus 

dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak 

sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan 

bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 

1945) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. 

Anak dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah 

masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga 

setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, 

berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan 

diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Anak 

Menurut UU SPPA disebutkan: 

(1) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang 
berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak 
pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.  

(2) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut 
Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, 
tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga 
melakukan tindak pidana. 

(3) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya 
disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 
(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, 
mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh 
tindak pidana. 

(4) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya 
disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 
(delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan 
guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di 
sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, 
dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.  
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3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang 

HAM (selanjutnya disebut UU HAM) 

Pasal 1 UU HAM menyebutkan anak adalah setiap manusia yang 

berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi 

kepentingannya. Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapat 

perlindungan.  

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak meliputi anak yang berkonflik dengan 

hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan 

tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. 

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum 

dilaksanakan melalui: 

a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan 
martabat dan hak-hak anak. 

b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini 
c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus. 
d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik 

bagi anak. 
e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap 

perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. 
f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan 

orang tua atau keluarga 
g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa 

dan untuk menghindari labelisasi.80 
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Beberapa penjabaran mengenai pentingnya suatu perlindungan 

hukum terhadap anak, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 

perlindungan anak: 

1. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. 
Keadilan ini merupakan keadilan sosial yang merupakan dasar 
utama perlindungan anak. 

2. Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan 
hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif. 

3. Suatu permasalahan manusia yang merupakan kenyataan 
sosial. 

4. Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, sebagai akibat 
adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling 
mempengaruhinya. 

5. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur 
sosial tertentu atau masyarakat tertentu. Seperti kepentingan 
yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial 
(keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya), 
nilai-nilai sosial, norma (hukum), status peran dan sebagainya. 

6. Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat 
mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan 
berpedoman dan berdasarkan hukum. Perlu adanya 
pengaturan berdasarkan hukum untuk mencegah dan 
menindak pelaksanaan perlindungan anak yang menimbulkan 
penderitaan mental, fisik dan sosial bagi anak yang 
bersangkutan. 

7. Harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan  
kehidupan berkeluarga, masyarakat, bernegara dan berbangsa. 

8. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. 
Mengabaikan masalah perlindungan anak akan mengganggu 
pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun 
anak. Ikut serta dalam pembangunan nasional adalah hak dan 
kewajiban setiap warga negara. 

9. Merupakan bidang pelayanan sukarela (voluntarisme) yang 
luas lingkupnya dengan gaya baru (inovatif, inkonvensional).81 
 

Berpedoman dari konsep perlindungan anak di atas maka dalam 

penanganan anak sebagai saksi korban dalam proses penyelidikan 

perkara pidana perkosaan, selayaknyalah mendapat suatu perlindungan 

khusus, karena selama ini belum adanya perlindungan hukum terhadap 

saksi korban perkosaan itu sendiri. Untuk itu perlu adanya infrastruktur 
                                                 

81
 Maidin Gultom. Op.Cit, h. 36-37 



 45 

dan sistem pelaporan yang komprehensif yang baik dan team terpadu 

yang melibatkan kepolisian, dokter, pekerja sosial, tokoh masyarakat, 

psikolog dan pihak terkait lain untuk melakukan penanganan perlindungan 

tersebut. 

Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda yang 

merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan juga menjadi 

sarana guna tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat 

adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 dengan wadah negara kesatuan republik 

indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan 

merdeka. 

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk 

menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan 

kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar 

baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan 

adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan 

anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan 

bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, 

baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. 

Hukum merupakan jaminan bagi perlindungan anak.82 

Perlindungan anak menyangkut pula aspek pembinaan generasi 

muda dan masalah nasional yang memerlukan penataan dalam suatu 
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sistem terpadu dan terkoordinasi dengan baik. Perlindungan hak asasi 

anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam 

kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap 

kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. 

Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses 

perlindungan anak dimaksud sebagai proses pendidikan terhadap 

ketidakpahaman dan ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu 

tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Perlindungan hak asasi anak dapat 

diberikan dengan cara yang sistematis, melalui serangkaian program, 

stimulasi. Pendidikan, bimbingan, permainan dan dapat juga diberikan 

melalui bantuan hukum. 

Maulana Hassan Madong menyebutkan bahwa perlindungan anak 

dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu : 

1. Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam : 
a. Bidang hukum publik (pidana) 
b. Bidang hukum keperdataan (perdata) 

2. Perlindungan yang bersifat non yuridis yang meliputi : 
a. Bidang sosial. 
b. Bidang kesehatan. 
c. Bidang pendidikan.83 
 

Menurut Shanty Dellyana bahwa perlindungan anak adalah “suatu 

usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat 

melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak ini 

merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat”.84 
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Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam 

berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 

Bismar Siregar yang dikutip oleh Maulana Hassan Wadong 

menyebutkan bahwa : “untuk mengelompokan hukum perlindungan anak 

dengan bentuk yaitu aspek hukum perlindungan anak, ruang lingkup 

advokasi anak dan hukum perlindungan anak lebih dipusatkan pada hak-

hak anak yang diatur dalam hukum dan bukan kewajiban, mengingat 

ketentuan hukum (yuridis) anak belum dibebani dengan kewajiban”.85 

JE. Doek dan HMA Drewes yang dikutip oleh Maulana Hassan 

Wadong memberikan pengertian hukum perlindungan anak dengan 

pengertian jengdrecht  dan kemudian mengelompokan ke dalam dua 

bagian yaitu : 

1. Dalam pengertian luas yaitu hukum perlindungan anak adalah 
segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada 
mereka yang belum dewasa dan memberikan kemungkinan 
bagi mereka untuk berkembang. 

2. Dalam pengertian sempit, hukum perlindungan anak meliputi 
perlindungan hukum yang terdapat dalam : 
a. Ketentuan hukum Perdata 
b. Ketentuan hukum Pidana 
c. Ketentuan hukum acara.86 

 
Berdasarkan definisi hukum perlindungan anak tersebut dapat 

dilihat unsur-unsur yang essensial yang meletakkan hak-hak anak dalam 

proses pembinaan/pembelaan dan perlindungan yang ditentukan oleh 

hukum. Unsur-unsur tersebut adalah: 

1. Peraturan hukum formal dan material yang bersifat memaksa. 
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2. Proses perlindungan hak atau hak-hak anak 

3. Adanya perbuatan tindak pidana (straafbaar feit) dan perbuatan 

melawan hukum. 

4. Adanya kepentingan hak anak yang terlindungi. 

Kepedulian umat manusia atas eksistensi anak dan masa 

depannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Pengadilan Anak. 

 Perlindungan anak adalah antara lain: 

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap 
orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan 
mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan 
kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak remaja yang sesuai 
dengan kepentingan dan hak asasinya. 

2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh 
perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah 
dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan 
kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusaia 0 – 18 
tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak 
asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya 
seoptimal mungkin.87 

 
Hukum perlindungan anak adalah keseluruhan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang menjadi dasar orang melindungi pelaksanaan 

hak dan kewajiban anak. 

 
C. Tindak Pidana Pembunuhan. 

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam 

kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, 
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sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang- undang 

mempergunakan istilah peristiwa pidana atau pebuatan pidana atau 

tindakan pidana.88 

PAF. Lamintang menyebutkan tindak pidana adalah suatu 

pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan 

sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, 

dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi 

terpeliharanya tertib hukum.89 Leden Marpaung meyebutkan strafbaarfeit 

adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan 

dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya 

tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah 

dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.90 

Andi Hamzah merumuskan tindak pidana adalah sebagai suatu 

tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau 

diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat 

melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang 

bertanggungjawab).91 Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai 

perbuatan pidana yang diartikan perbuatan yang melanggar yang dilarang 

oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) 

yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan 

tersebut.92 
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Teguh Prasetyo mengemukakan istilah yang paling tepat ialah 

delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:  

1. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana. 

2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-

undang. 

3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat 

dipertanggungjawabkan.93 

Kamus hukum mengartikan delik sebagai suatu perbuatan yang 

melanggar hukum.94 Dalam hukum pidana Belanda selain memakai istilah 

strafbaar feit kadang juga menggunakan kata delict yang berasal dari 

bahasa lain delictum. Secara umum oleh pakar hukum pidana disetujui 

penggunaan strafbaar feit.  

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak 

pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah Strafbaar Feit. 

Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut 

disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.  

Seperti diketahui bahwa istilah het strafbare feit telah diterjemahkan 

dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut: 

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum. 

2. Peristiwa pidana 

3. Perbuatan pidana 

4. Tindak pidana.95 
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Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-

undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan 

tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya 

sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan strafbaar feit (tindak pidana) 

para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda. 

Menurut Simons merumuskan strafbaar feit adalah: 

Suatu handeling (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan 
pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum 
(onrechtmatig) dilakukan dengan kesalahan schuld oleh seseorang 
yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya 
dalam dua golongan unsur yaitu: 
1. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang 

dilarang/diharuskan. 
2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan 

bertanggung jawab.96 
 

Simon mendefinisikan strafbaar feit dengan suatu tindakan 

melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak 

sengaja oleh orang-orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas 

tindakannya.97  

Utrecht memandang rumusan yang dikemukakan oleh Simon itu 

merupakan rumusan yang lengkap. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa unsur-unsur strafbaar fit meliputi : 

1. Suatu perbuatan 

2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman 

3. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat 

dipertanggungjawabkan.98 
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KUHP bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah yang 

digunakanpun sama yaitu strafbaar feit. Namun dalam menterjemahkan 

istilah strafbaar feit ke dalam bahasa Indonesia terdapat perbedaan. 

Sebagaimana yang dikutip oleh Andi Hamzah, Moeljatno dan Roeslan 

Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana meski tidak untuk 

menterjemahkan strafbaar feit. Sedangkan Utrecht menyalin istilah 

strafbaar feit menjadi peristiwa pidana, dimana beliau menterjemahkan 

secara harfiah menjadi peristiwa pidana.99 Meskipun terdapat banyak 

perbedaan pengistilahan, namun yang jelas semua bersumber pada 

strafbaar feit. Dan mengenai penggunaan istilah tersebut A.Z. Abidin 

sependapat bahwa lebih baik digunakan istilah padanannya saja yang 

banyak digunakan yaitu delik.100 

Van Hamel dalam M. Hamdan merumuskan strafbaar feit (tindak 

pidana) itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya 

ditambahkannya dengan kalimat ‘tindakan mana bersifat dapat 

dipidana’.101 Perumusan Van Simon dalam M. Hamdan, bahwa strafbaar 

feit adalah suatu kelakuan (gedraging) manusia yang dilarang dan oleh 

Undang-Undang diancam dengan pidana.102 

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan 

yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana 

barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya Mulyatno 

menyebutkan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-
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perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, 

merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat 

akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik 

dan adil. 103 

R. Tresna dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana 

adalah suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan 

dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya 

terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga 

menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa 

pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu: 

1. Harus ada suatu peruatan manusia. 
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam 

ketentuan umum. 
3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu 

orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan. 
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum. 
5. Terhadap perbuatan  itu harus tersedia ancaman hukuman di 

dalam Undang-Undang.104 
 

R. Soesilo menyebutkan tindak pidana adalah sesuatu perbuatan 

yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila 

dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan 

itu diancam dengan hukuman.105 Tindak pidana itu juga terdiri dari dua 

unsur yaitu: 

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi: 
a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu 

perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana. 
b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas 

merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan 
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hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya 
dapat dihukum. 

c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan 
ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan. 

d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan 
itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-
undang. 

2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si 
pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar 
aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada pelanggar. 106 

 
Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan 

tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Melawan hukum 

2. Merugikan masyarakat 

3. Dilarang oleh aturan pidana 

4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.107 

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana 

adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan 

pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat  

menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat 

melawan hukum dan merugikan  masyarakat belum tentu hal itu 

merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau 

aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. 

Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat 

banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila 

telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan 

hukuman. 
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Apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, 

haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku 

(hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, 

tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur 

dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa 

kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak 

pidana ini, KUHPidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga 

orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-

perbuatan atau tindak pidana yang  berat, dan pelanggaran adalah 

perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari 

bahwa  pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah 

lebih berat daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran. 

Pengertian tentang menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai suatu pembunuhan.  

Menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan 

sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan 

meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya itu 

harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.108 

 KUHP mengatur dua jenis tindak pidana, dan satu jenis peraturan 

dan ketentuan umum. Kedua jenis tindak pidana kejahatan yang demikian 

adalah tindak pidana kejahatan yang diatur dalam Buku II dari Pasal 104-

488 KUHP, dan tindak pelanggaran yang diatur dalam Buku II dari Pasal 
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489-569 KUHP. Pembunuhan adalah salah satu bentuk kejahatan yang  di 

dalam KUHP diatur dalam Buku II. 

Pembunuhan dalam ini adalah salah satu bentuk dari tindak pidana 

kejahatan yaitu kejahatan terhadap jiwa orang (manusia).109  Pengertian 

dan batasan dari tindak pidana pembunuhan yang dimaksudkan adalah 

kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa orang dan dilakukan dengan 

sengaja (deleuse doodslag).  

Menurut Leden Marpaung, “membunuh berasal dari kata bunuh 

yang berarti menghilangkan nyawa, mematikan”.110  Pembunuhan dibagi 

menjadi 2 (dua), yaitu: pembunuhan sengaja dan pembunuhan kesalahan. 

Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan dengan maksud 

menganiaya dan mengakibatkan hilangnya nyawa atau jiwa orang yang 

dianiaya, baik penganiayaan itu dimaksudkan untuk membunuh ataupun 

tidak dimaksudkan membunuh. Sedangkan pembunuhan kesalahan 

adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian yang tidak disertai 

niat penganiayaan.  

Kejahatan terhadap jiwa orang dalam hal ini terdiri atas : 

1. Pembunuhan biasa, yakni : pembunuhan dengan sengaja (dodslag) 

yakni Pasal 338 KUHP. 

Pembunuhan sebgagaimana dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP, 

tampak bahwa unsur-unsur dari delik tersebut adalah : 
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a. Perbuatan delik : menghilangkan jiwa orang lain lain/kematian orang 

lain. 

b. Perbuatan itu harus dilakukan dengan sengaja, artinya kematian 

tersebut adalah dimaksud, termasuk dalam niat. 

c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan segera (pembunuhan itu harus 

segera setelah timbul maksud untuk membunuh, tidak berfikir lebih 

panjang). Pasal 338 KUHP, mengatakan : barang siapa 

menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan 

hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.  

Jenis delik ini diproyeksikan pada deretan jenis-jenis delik, maka : 

delik pembunuhan (doodlag) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 338 

KUHP diatas adalah merupakan delik material, sebab Pasal 338 KUHP 

tersebut tidak dirumuskan dengan jelas. Karena Pasal 338 KUHP tidak 

jelas dan dirumuskan dengan perbuatan apa yang dilarang. 

Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja merampas jiwa orang 

lain. Adalah kejahatan pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP. Dan 

perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan : memukul, menembak, 

meracuni, menikam dan sebagainya. Jadi asal perbuatan tersebut 

dilakukan dengan sengaja dan ditujukan untuk merampas jiwa orang lain 

adalah merupakan pembunuhan. Setiap perbuatan yang dilakukan 

dengan sengaja untuk menimbulkan matinya orang lain adalah 

pembunuhan. Akan tetapi dalam hubungan ini harus dipahami bahwa 

untuk menentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan dengan 



 58 

sengaja dapat menimbulkan suatu akibat terlarang, maka harus dipahami 

mengenai asas kausalitas atau sebab akibat. 

Ajaran kausalitas bertujuan untuk menentukan hubungan antara 

sebab dan akibat, artinya akibat tersebut dapat ditentukan oleh sebab. 

Ajaran tersebut menentukan pertanggungjawaban pidana dari 

seseorang.111 Menurut teori individual, cara mencari sebab dari suatu 

akibat adalah setelah akibat itu muncul, lalu mencari atau dicari masalah-

masalah yang konkrit, artinya dari rangkaian perbuatan yang konkrit dicari 

suatu perbuatan atau masalah yang dapat dianggap dari suatu sebab dari 

suatu akibat.112 

Menurut Birkmeyer, yang harus dianggap sebab dari suatu akibat 

adalah “perbuatan yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap 

timbulnya suatu akibat atau apa yang secara konkrit yang paling 

mempuyai peranan terhadap suatu akibat”.113 Menurut Jurisprudensi 

sesuai dengan Arrest Hogeraad tanggal 17 Juni 1911 dimana H.R 

menyerahkan kepada “hakim sendiri” bila suatu perbuatan dapat dianggap 

sebagai sebab dari pada suatu akibat.114 

KUHP tidak menganut suatu aliran kausalitas, ini dapat ditarik 

kesimpulan dari riwayat atau sejarah pembentukan KUHP itu sendiri, 

maupun dari pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP. Setelah diuraikan 

dengan singkat perihal ajaran kausalitas yang ada hubungannya dengan 
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Pasal 338 KUHP yang merupakan “materi delik, maka kini hubungan yang 

sama, diuraikan juga mengenai kedudukan atau penempatan unsur 

“perbuatan dengan sengaja” seperti yang terdapat dalam Pasal 338 

KUHP, yaitu : Barangsiapa dengan sengaja…..”. Cara penempatan yang 

demikian mempunyai arti bahwa : unsur-unsur lain dari delik tersebut yang 

letaknya dari belakang unsur perbuatan dengan sengaja semuanya diliputi 

oleh perbuatan dengan sengaja. 

Perbuatan dengan sengaja dalam Pasal 338 KUHP harus 

ditafsirkan sesuai dengan hal tersebut di bawah ini yakni : 

a. Perbuatan dengan sengaja sebagai suatu tujuan. Dalam delik 
formil, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja memang 
menjadi suatu tujuan dari si pelaku artinya ia telah 
menghendaki atau mempunyai tujuan terhadap akibat. 

b. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai 
tujuan tertentu, akan tetapi dalam pada itu insyaf bahwa untuk 
mencapai tujuan tersebut ia harus melakukan perbuatan lain 
yang tidak menjadi tujuannya. 

c. Seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk 
menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi dalam hal itu ia 
insyaf, bahwa untuk mencapai maksud tertentu itu ia mungkin 
menimbulkan akibat yang lain yang tidak menjadi tujuannya 
dan juga yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang, artinya kemungkinan akan timbul lain akibat 
yang tidak menjadi tujuannya dan hal itu tidak menghalangi 
dirinya untuk melakukan perbuatan tadi.115 

 
2. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan terlebih dahulu 

serta perbuatan itu ‘diikuti’, ‘disertai’, ataupun didahului oleh perbuatan 

lain yakni Pasal 339 KUHP 

 Pasal 339 KUHP menyebutkan pembunuhan biasa dengan diikuti, 

disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang 
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dilakukan dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan 

perbuatan itu, atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau 

sekutunya dari pada hukuman, atau hukum supaya barang yang 

didapatkanya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, 

dihukum dengan hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun”. 

Hal yang memberatkan dalam ketentuan Pasal 339  KUHP di atas 

didahului dengan perbuatan dengan “diikuti” dan “disertai” ataupun 

“didahului” dengan perbuatan lain yang dapat dihukum dengan maksud 

untuk menyediakan atau memudahkan perbuatan itu atau untuk 

melepaskan diri sendiri atau sekutunya jika tertangkap tangan ataupun 

untuk mempertahankan barang yang didapatkannya dengan melawan hak 

tersebut tetap dalam kekuasaannya. Lebih lanjut Pasal 340 KUHP, 

berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan terlebih 

dahulu menghilangkan jiwa orang, karena pembunuhan berencana, 

dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara sementara selama-

lamanya 20 tahun”. 

3. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan terlebih dahulu 

(moord), yakni Pasal 340 KUHP. 

Adapun unsur-unsur dari kejahatan Pasal 340 KUHP : 

a. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. 

b. Di samping dengan sengaja, perbuatan itu juga harus direncanakan 

terlebih dahulu. 
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c. Perbuatan dimaksudkan untuk menimbulkan matinya orang lain.116 

Pasal 340 KUHP terdapat suatu unsur “direncanakan terlebih 

dahulu”. Unsur direncanakan terlebih dahulu meliputi : 

a. Telah direncanakan kehendaknya itu terlebih dahulu. 

b. Rencana itu harus dilakukan dalam keadaan tenang. 

c. Rencana pelaksanaan kehendak itu memerlukan jangka waktu yang 

lama.117 

Contoh  untuk membalas dendam kepada B, maka A mempunyai 

kehendak atau maksud untuk membunuh B. Akan tetapi untuk 

melaksanakan tujuan itu, A tidak seketika melaksanakan perbuatan yang 

dikehendaki itu, bahkan ia (A) mempelajari gerak-gerik B terlebih dahulu, 

dicarinya waktu dan tempat yang tepat untuk melaksanakan kehendaknya 

itu, setelah persiapannya masak, A pergi ke tempat yang direncanakan itu 

untuk menunggu secara tenang kedatangan si B. Dengan demikian A 

memenuhi syarat “dengan direncanakan terlebih dahulu” yaitu melakukan 

perbuatan dengan sengaja dalam pertimbangan yang tenang, terjadi 

setelah direncanakan terlebih dahulu. Akan tetapi apabila A melakukan 

pembunuhan terhadap B, walaupun segala sesuatu direncanakan dalam 

waktu yang singkat tetapi dilaksanakan secara tenang untuk dapat 

berpikir-pikir, yang sebenarnya masih dapat membatalkan niatnya untuk 

membunuh, maka dalam hal ini toh terdapat kejahatan pembunuhan 

sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 340 KUHP. 
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Kejahatan doodslag (pembunuhan biasa) dibandingkan dengan 

moord (pembunuhan dengan pemberatan/pembunuhan berencana) maka 

kejahatan moord itu memiliki unsur-unsur yang sama dengan kejahatan 

doodslag (pembunuhan biasa), hanya saja moord memiliki unsur-unsur 

lain, yaitu dengan direncakan terlebih dahulu.118 

Hal-hal yang menyebabkan diperberatnya suatu hukuman adalah 

apabila dalam suatu perumusan sesuatu delik dijumpai unsur-unsur dari 

suatu delik pokok ditambah dengan unsur lain yang dapat memperberat 

ancaman hukuman tersebut.119 

4. Pembunuhan bayi oleh ibunya pada saat atau tidak lama setelah 

dilahirkan (Pasal 341, Pasal 342, Pasal 343)  

Pembunuhan bayi oleh ibunya pada saat atau tidak lama setelah 

dilahirkan dalam praktek hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi. 

Ada 2 macam yaitu pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan 

berencana (pembunuhan bayi biasa atau kinderdoodslag) dan 

pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu 

(kindermoord). 

 Tindak pidana pembunuh dalam hukum Indonesia diatur secara 

umum didalam kitab undang-undang hukum pidana. Pengaturan tindak 

pidana pembunuhan dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia 

terdapat dalam Bab XIX, yang membahas mengenai kejahatan terhadap 
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nyawa. Pada bab ini, kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Pasal 338 

sampai dengan Pasal 350 KUHP. Kejahatan terhadap nyawa diatur sesuai 

dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan. 

Menurut Adami Chazawi, Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP 

dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu : 

a. Atas dasar unsur kesalahannya. 
Atas dasar kesalahannya dibedakan pula menjadi 2 (dua) 
bagian, adapun 2 (dua) bagian tersebut yaitu: Kejahatan 
terhadap nayawa atas dasar objeknya (kepentingan hukum yang 
dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja 
dibedakan dalam 3 (tiga) macam, yakni:  
1) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja 

(dolus midrijiven), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab 
XIX KUHP, pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP, 
kejahatan ini biasanya dilakukan dengan adanya niat, 
perncanaan dan adanya waktu yang cukup untuk melakukan 
pembunuhan;  

2) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak 
sengaja (culpose midrijen), dimuat dalam Bab XXI (khusus 
Pasal 359), biasannya kejahatan ini dilakukan tidak diiringi 
dengan niat, perencanaan, dan waktu yang cukup memadai 
dalam melakukan suatu perbuatan.  

b. Atas dasar obyeknya (nyawa).  
Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, di muat dalam 
Pasal 338, 339, 340, 344, dan 345; 2) Kejahatan terhadap nyawa 
bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam 
Pasal :341, 342, dan 343; 3) Kejahatan terhadap nyawa bayi 
yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam 
Pasal 346, 347, 348 dan 349.120 

 
Tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Bab XIX, 

merupakan tindak pembunuhan yang dilakukan dengan keengajaan, 

sehingga setiap perbuatan yang dilakukan harus memenuhi unsur 

kesengajaan yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana pembunuhan. 
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Menurut Wirjono Prodjodikoro, kesengajaan itu harus mengandung 3 (tiga) 

unsur tindakan pidana, yaitu : 

a. Perbuatan yang dilarang;  

b. Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu,  

c. Perbuatan itu melanggar hukum.121 
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